PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,

DAN PERINDUSTRIAN
Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PEERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 516/ |(, /DKUP2/1/2017

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SUPERVISOR DAN ADMINISTRATOR PENDATAAN DAN
VALIDASI DATA UMKM
PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN :

Menimbang - a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran
pelaksanaan tugas, perlu mengangkat tenaga Supervisor
dan Administrator Pendataan dan Validasi Data UMKM
pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2017;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga
Supervisor dan Administrator Pendataan dan Validasi
Data UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomot 58 Taliun 1958 (Lembarat Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

1

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Repiblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5135);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mereka yang nama-namanya terdapat dalam lajur 2
dan jabatan sebagaimana pada lajur 5.

Petugas

Supervisor dan Administrator Data Base UMKM

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut :
Petugas Supervisor :

1.

2.

3.

Mengentri data-data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang

sudah terdata.

Membuat Buku Data Base Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
vang sudah di Entri.

Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh
pimpinan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan Yth :

Petugas Supervisor :

1. Mengumpulkan dan menyusun Data Profil Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah yang sudah terdata.

2. Mengarsipkan Data Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang sudah terdata.

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan
untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri
Sipil dan tidak secara otomatis dapat diperpanjang untuk tahun
berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara
sepihak tanpa ada gugatan apabila tidak melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini akan
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : € Januari 2017

L =

962124

o

| 198602 1 039

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Bapak Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Sdr. Yang bersangkutan



620 T 209861

L10T Uenuer 4o :

—

- s

ueured
WMINN WM Blep
£00°T | Bled ISEPITBA | ISEPI[EA UBP UBBIEpU3d 1861-+0-+C
OT'CSLIOI'TOIT'CO'TIT'CO’T | uep ueejepuad | I0jernsmurupy edeuy], NS ‘ide-1dy RILSVS VZITNA | °C
WMIAN WIINN erep
£00°¢ | Bled ISEPI[EA | ISEDI[EA UEBP UBEBjEpUad 0661-80-11
O'T'CSLIIT'IOT1I'CO'IT'CO'T | uep ueelepuad | fosiaradng BBRUI], 1S ‘grnungerd AS ‘INIVAIDONV [MLNd ANNHH 1
L 9 s | 4 e Z I
ONINTHIN TAOH wavl
NV.LVIDEY VINVN NVEIWIIA DNVA SVONL | NVHIAIANId 151/ LVdWEL VYINVN ON
2102 NVIVDONV NNHV.L NVLVTUS dISISHd
NALVANEVY NVIRILSNANAd NVA NVONVOVAIAd ‘AINN ISYAHJOM SVNIA WMNN NVA ISVIHdOM
ONVAII vavd WINN ASVE VIVA JOLVALSININAY NVA JdOSIANAINS VOVNHL NVLVIONVONHd © ONVINHL
L10T RIVONV( S ©  "TVDONVL
L10z/1/edmial <) /91s JOWON

Z<Hmfrm3:w:mm& NVA NVONVOVAIAd TN TS

NV.LVTHS AISISHd NHLYVdNHYM

NAJOM SVNIA VIVAAM NVSNLNdAM *  NVAIdAVI

)




